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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG 

Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara hukum, hal tersebut 

secara jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga ilmu hukum sudah 

seyogyanya menjadi penopang untuk berkomitmen pada Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dalam segala aspek. Friedrich Julius Stahl mengemukakan 

“bahwa ciri negara hukum (rechtstaat) diantaranya menjamin dan melindungi 

hak asasi manusia, terdapat pembagian ataupun pemisahan mengenai 

kekuasaan, adanya kekuasaan yang didasarkan pada norma-norma dan 

peraturan-peraturan dan eksistensi suatu peradilan administratif yang bersifat 

bebas dalam menyelesaikan perselisihan”.1 Dalam hal pemisahan kekuasaan, 

Montesquieu menjelaskan mengenai Trias Politica yaitu badan legislatif yang 

memiliki kekuasaan dalam hal membentuk undang-undang, serta badan 

eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam hal pelaksanaan suatu undang-

undang atau pemerintahan, dan badan yudikatif yang memiliki kekuasaan 

                                                           
1 F. A. Hayek, 2011, “The Constitution of Liberty, The Definitive Edition”, University of Chicago 

Press, Chicago, h. 300 
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dalam hal penegakan dan menafsirkan hukum atau undang-undang serta 

kekuasaan peradilan.2 

Peraturan perundang-undangan tertulis di Indonesia dibentuk oleh badan 

legislatif bersama-sama dengan badan eksekutif, produk legislasi tersebut 

tentunya tidak selalu sempurna. Dalam upaya perlindungan HAM, Indonesia 

menciptakan lembaga kekuasaan Yudikatif yang secara khusus menguji 

(review) produk yang berasal dari legislatif dan eksekutif yang berupa muatan 

undang-undang dalam hal materil serta formilnya yang kemudian disebut 

pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review).  

Judicial review sebagai pengujian undang-undang oleh lembaga yudikatif 

atau lembaga peradilan.3 Secara umum, judicial review diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 24C 

Ayat (1), sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan 

perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 

Selain itu judicial review diatur dalam UUD Tahun 1945 tepatnya pada 

Pasal 24A ayat (1), sebagai berikut: “Mahkamah Agung berwenang pada 

                                                           
2 Montesquieu, 2007, “The Spirit of Law: dasar-dasar Ilmu hukum dan llmu politik”, Terjemahan 

Khoiril Anam, Nusamedia, Bandung, h. 21 
3 Badriyah Khaleed, 2018, “Mekanisme Judicial Review”, Mediapressindo, Jakarta, h. 2 
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tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang 

diberikan oleh undang-undang”. Jimly Asshiddiqie mengemukakan, 

“dibedakan pengujian yang diberikan kewenangannya kepada Mahkamah 

Konstitusi adalah pengujian konstitusionalitas, sedangkan Pengujian yang 

diberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung merupakan pengujian 

legalitas”.4 

Dalam pengertian hukum tata negara (konstitusi), kewenangan untuk 

judicial review merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada 

lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan setiap 

tindakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan/atau eksekutif, termasuk 

membatalkan undang-undang dengan alasan bahwa tindakan tersebut 

bertentangan dengan konstitusi Sehingga kewenangan judicial review ini 

menjadi semacam pagar penyelamat terhadap konstitusi agar tidak 

diselewengkan dalam praktik.5 

Apabila dalam salah satu norma yang dimuat dalam undang-undang telah 

dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari 

undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 

                                                           
4 Jimly Asshiddiqie, 2020, “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang”, Sinar Grafika, Jakarta, 

(selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), h. 4 
5 Munir Fuady, 2011, “Teori Negara Hukum Modern”, Refika Aditama, Bandung, h. 81 
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tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi. Namun pada prakteknya, pembentuk undang-undang 

memuat kembali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-

undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.  

Contohnya, pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 

tanggal 17 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh 

ketentuan pada undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (disingkat 

UU No. 12/2011) yang belum mewadahi kewenangan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) sebagaimana ketentuan UUD Tahun 1945 harus dinyatakan 

inkonstitusional. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut juga 

mengakomodir bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki hak 

konstitusional untuk mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas 

rancangan undang-undang, penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) 

dan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang. Namun pada faktanya, 

substansi norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimuat kembali 

dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.6 

Selanjutnya dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No. 

50/PUU-XII/2014 tanggal 2 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Pasal 159 ayat 

(1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden yang memuat “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan 

Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah 

suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua 

puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) 

jumlah provinsi di Indonesia” inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 

Tahun 1945, namun ketentuan yang sama dimuat kembali dalam Pasal 416 ayat 

(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.  

Pengingkaran putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-

undang menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat 

tegas pada aspek teoritis namun lemah pada aspek implementasi, sehingga 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menganalisa hal tersebut dalam 

penelitian ini yang berjudul “Pemuatan Kembali Materi Muatan Ayat, Pasal, 

Dan/Atau Bagian Dari Undang-Undang Yang Telah Dinyatakan 

Inkonstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi” 

                                                           
6 Aan Eko Widiarto, 2015, “Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-

Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 

4, diakses melalui website https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1244 tanggal 

28 September 2021, h. 736-737 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian di atas penulis memfokuskan pembahasan masalah ke dalam 2 

(dua) rumusan masalah untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam 

penelitian yang penulis lakukan, adapun rumusan masalah tersebut 

sebagaimana berikut: 

1. Apakah masih terdapat pertentangan norma apabila materi muatan 

ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah 

dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dimuat 

kembali? 

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap sifat mengikatnya materi 

muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimuat 

kembali setelah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam undang-undang yang baru? 

 

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup penulisan ini adalah kajian ilmu hukum tata negara yang 

penulis jabarkan, antara lain: 

1. Menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji dan 

menentukan pertentangan norma dari peraturan perundang-undangan yang 

bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945; 



7 
 

2. Menjelaskan dan menguraikan kekuatan mengikatnya suatu norma dalam 

peraturan perundang-undangan yang dimuat kembali dalam peraturan 

perundang-undangan yang baru setelah sebelumnya telah dinyatakan 

inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi; 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN 

Maksud dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu pada Fakultas 

Hukum Universitas Kristen Indonesia. 

2. Untuk berkontribusi dalam aspek keilmuan demi pengembangan Ilmu 

Hukum, khususnya terkait bidang Hukum Tata Negara.  

 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjawab permasalahan apakah masih terdapat pertentangan 

norma apabila materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-

undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah 

Konstitusi dimuat kembali  

2. Untuk menjawab permasalahan bagaimana implikasi hukum terhadap 

sifat mengikatnya materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari 

undang-undang yang dimuat kembali setelah dinyatakan 
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Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang yang 

baru. 

 

C. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP 

1. Kerangka Teori 

a. Teori Hirarki Peraturan Perundang-undangan (stuffenbau theory); 

Lex superiori derogat legi inferiori merupakan asas hukum yang 

dapat diartikan sebagai hukum yang lebih tinggi mengesampingkan 

hukum yang lebih rendah. Berdasarkan asas ini, sebuah peraturan 

perundangan yang dikeluarkan oleh negara tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya. Hal ini tentunya 

bertujuan agar peraturan perundangan tidak kemudian menjadi tumpang 

tindih. 

Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu norma berjenjang dan 

berlapis dalam suatu susunan hirarkis. Pendapat tersebut dielaborasi 

kembali dengan pengertian bahwa norma hukum yang di bawah, 

bersumber dari norma yang lebih tinggi dan seterusnya hingga berhenti 

pada norma yang tertinggi atau norma dasar (grundnorm).7 

                                                           
7 Hans Kelsen, 1978, “Teori Hukum Murni”, cet. XVI, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, 

Bandung, h. 244 
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Teori hirarki perundang-undangan oleh Hans Kelsen yang kemudian 

dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang bukan lain adalah muridnya 

menyatakan bahwa norma hukum dalam suatu negara haruslah 

berjenjang, antara lain:8 

1)      Norma Fundamental (staatsfundamentalnorm); 

2)      Aturan-aturan dasar Negara (staatsgrundgesetz); 

3)      Undang-Undang (formell gesetz); dan 

4)      Peraturan Pelaksana atau Peraturan Otonom (verordnung en 

autonome satzung).  

Di Indonesia sendiri, hirarki Peraturan Perundang-undangan dapat 

ditemukan pada Pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat: 

(1)   Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

                                                           
8 Ahmad Redi, 2018, “Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Sinar Grafika, 

Jakarta, h. 41 
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Stuffenbau theory Hans Nawiasky yang berupa pengembangan dari 

teori hierarki Hans Kelsen sangat berkaitan dengan sistem tata urutan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sistem berjenjang dari 

teori ini menempatkan tata urutan peraturan perundang-undangan dari 

yang paling dasar hingga ke yang paling rendah.9 

 

b. Teori Kepastian Hukum; 

Gustaf Radbruch mengemukakan setidaknya ada 3 (tiga) konsep 

dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. 

Menurut Radbruch kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana 

hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.10 Dari 

pengertian tersebut, Radbruch menempatkan kepastian hukum untuk 

difungsikan sebagai norma yang harus ditaati, sehingga tidak hanya 

bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan. 

Norma hukum dibuat sebagai peraturan atau kesepakatan tertulis 

yang memiliki sanksi yang langsung dirasakan oleh setiap masyarakat, 

sehingga tidak seyogyanya norma hukum dapat dibentuk tanpa suatu 

argumentasi kepastian hukum. Kepastian hukum menjanjikan 

penegakan yang sesuai dengan cita hukum agar tidak disalah tafsirkan 

dalam implementasinya. Ketidakpastian hukum tentunya selain tidak 

                                                           
9 Ibid., h. 42 
10 Theo Huijbers, 1982, “Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah”, Kanisius, Jakarta, h. 162 
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memberikan manfaat serta tujuan yang jelas, dapat juga berpotensi 

menjadi tumpang tindih. 

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, “tujuan hukum menurut 

hukum positif dapat kita temukan pada Preambule UUD NRI Tahun 

1945 alinea ke-4. “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan 

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: 

ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan 

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, hukum positif Indonesia 

bertujuan guna membangun suatu pemerintahan Indonesia yang mampu 

melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
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kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.11 

   Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, oleh karena itu 

kepastian hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam perumusan  

undang-undang, sehingga dalam proses pembentukan rancangan 

undang-undang dapat diminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian 

hukum terutama dalam melihat implikasi kedudukan suatu norma yang 

inkonsisten. 

c. Teori Kewenangan 

Authority of theory yang merupakan terjemahan dari  bahasa Inggris, 

yaitu teori kewenangan, sedangkan dalam istilah bahasa Belanda 

merupakan Theorie van het gezag, dan theorie der autorität yang 

merupakan terjemahan dari teori kewenangan dalam bahasa Jerman. 

Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan 

kewenangan. Ridwan HB yang mengutip pernyataan H.D. Stoud, 

mengelaborasikan pengertian tentang apa itu kewenangan. Kewenangan 

adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan akseptasi 

dan implementasi wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di 

dalam hubungan hukum publik”.12 

                                                           
11 Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2019, “Pengantar Ilmu Hukum”, Raja Grafindo Persada, 

Depok, h. 121 
12 Ridwan HR, 2008, “Hukum Administrasi Negara”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 110 
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Penentuan dalam peraturan perundang-undangan baik dari peraturan 

pemerintah, bahkan aturan yang lebih rendah harus terlebih dahulu 

ditentukan sebelum kewenangan tersebut diberikan kepada institusi 

yang mengimplementasikannya. Hubungan yang bersifat publik 

maupun privat dalam hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat. 

Terdapat perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang. 

Kekuasaan formal yang kekuasaannya diberikan oleh undang-undang 

merupakan wujud dari kewenangan. Sedangkan di dalam kewenangan 

tersebut, itulah yang disebut wewenang (rechtsbevoegdheden) yang 

hanya menyangkut bagian-bagian tertentu saja. Wewenang masuk ke 

dalam ruang lingkup tindakan hukum publik, ruang lingkup dari 

wewenang pemerintah, tidak hanya menyangkut wewenang dalam 

membuat keputusan pemerintah (bestuur), namun menyangkut juga 

wewenang dalam rangka melaksanakan tugas, serta memberikan 

wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam 

peraturan perundang-undangan.13 

Kewenangan mencakup beberapa unsur-unsur, antara lain: 

1. Eksistensi kekuasaan formal; 

2. Kekuasaan diberikan oleh undang-undang. 

                                                           
13 Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan 

Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, h. 22 
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Dalam hal  ini, untuk mengartikan kewenangan sebagai suatu hak 

dalam menjalankan praktik kekuasaan tidak sesederhana itu, tetapi 

kewenangan juga dapat diartikan: 

1. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; 

2. Ketaatan yang pasti; 

3. Perintah; 

4. Pemutus; 

5. Pengawasan; 

6. Yurisdiksi; 

7. Kekuasaan. 

Secara general, kekuasaan merupakan arti dari kewenangan, 

kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau 

golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma, atau 

kekuatan fisik adalah arti kekuasaan. Untuk menjalankan praktik roda 

pemerintahan, pada hakikatnya memang kewenangan merupakan 

kekuasaan yang diberikan untuk alat-alat perlengkapan negara. Teori 

kewenangan (authority theory) merupakan teori yang dapat mengkaji 

dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintahan untuk 

melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik 

maupun hukum privat.14 

 

 

 

                                                           
14 Maria Farida, 2007, “Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”, Kanisius, 

Yogyakarta, (Selanjutnya disebut Maria Farida I), h. 67 
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2. Kerangka Konsep 

- Konstitusi adalah peraturan dasar negara (UUD) yang isinya mencakup 

latar belakang pendirian negara, tujuan negara, wilayah, pemerintahan, 

pembagian kekuasaan diantara alat-alat perlengkapan negara;15 

- UUD RI Tahun 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Perubahan keempat; 

- Undang-Undang adalah peraturan atau produk legislatif yang dibentuk 

secara bersama-sama antara kepala negara dengan parlemen (DPR) 

yang mempunyai kekuatan mengikat;16 

- Inkonstitusional adalah bertentangan atau melanggar 

konstitusi/Undang-Undang Dasar;17 

- Pemuatan kembali adalah perumusan kembali materi muatan ayat, pasal 

dan/atau bagian dari undang-undang yang memuat kembali isi yang 

sama setelah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi; 

- Pertentangan norma adalah norma hukum atau materi muatan ayat, pasal 

dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan/tidak sesuai 

dengan undang-undang di atasnya berdasarkan hierarki peraturan 

perundang-undangan; 

                                                           
15 Edward M. L. Panjaitan, Hulman Panjaitan dan Petrus Panjaitan, 2020, “Kamus Etimologi 

Istilah Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, h. 194 
16  Ibid,. h. 363 
17  Ibid,. h. 164 
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- Judicial Review adalah proses, upaya atau mekanisme pengujian yang 

dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran 

suatu norma18 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 

- Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan 

peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan; 

- Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang putusannya 

bersifat final dan mengikat untuk memutus pengujian undang-undang 

terhadap undang-undang dasar; 

- Pembentuk undang-undang merupakan badan legislatif dan badan 

eksekutif yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Presiden. 

 

 

D. METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok yang bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Melalui proses penelitian tersebut 

diadakan analisa yang konsisten.19 Penelitian sebagai sarana bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan menjadikan metodologi sebagai induknya 

                                                           
18 Jimly Asshiddiqie I, 2020, op.cit, h. 1-2 
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1 
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dan tidak selalu metode yang digunakan berbagai ilmu pengetahuan berbeda 

secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan 

aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna 

untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.20 

Berdasarkan hal-hal di atas, metode penelitian hukum memiliki identitas 

khusus yang membedakan ilmu hukum dari ilmu pengetahuan lainnya. Menurut 

jenis, sifat dan tujuannya, secara khusus suatu penelitian hukum mengandung 2 

(dua) disparitas yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum 

empiris.21 

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data-data adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif, mempergunakan sumber-sumber data sekunder, antara lain adalah 

buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-

teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu 

melakukan metode atau cara yang dipergunakan dalam 

penelitian terhadap fenomena yang ada secara menyeluruh. 

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap fenomena dan data-data 

                                                           
20  Ibid., 
21 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h.25 
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dengan menggunakan bahan pustaka yang ada dan peraturan 

perundang-undangan serta teori yang relevan. 

 

2. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach). 

3. Sumber Data 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data 

sekunder dan memperoleh data dari sumber-sumber yang telah 

ada. Data sekunder didapatkan dengan melakukan penelitian 

kepustakaan agar mendapatkan landasan teoritis berupa 

pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-

pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh 

informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal 

maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder di 

bidang hukum dapat dibedakan menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer, antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi; 
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- Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi; 

- Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi; 

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

- Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

6) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 

7) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 

tanggal 17 September 2012; 

8) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XII/2014 

tanggal 2 Juli 2014 

b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain: 

1. Buku-Buku Hukum; 
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2. Jurnal-Jurnal Hukum; 

3. Karya tulis ilmiah atau pandangan ahli hukum yang 

termuat dalam media massa; 

c. Bahan Hukum Tersier 

     Bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum 

primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, enslikopedia, 

dan bibliografi. 

4. Teknik Pengumpulan Data. 

Penulis dalam pengumpulan data dan untuk mempermudah 

melakukan analisa dalam pembuatan penelitian ini maka penulis 

akan menggunakan suatu metode berupa studi kepustakaan 

dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan 

menganalisa secara sistematis peraturan perundang-undangan, 

putusan-putusan pengadilan, buku-buku, majalah, surat kabar, 

jurnal dan artikel online, kamus hukum dan materi lainnya yang 

relevan dengan penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data 

Data yang penulis peroleh melalui studi kepustakaan 

kemudian dianalisis secara kualitatif, sebab data yang diperoleh 

bersifat kualitas dan bukan kuantitas. Setelah data-data tersebut 

dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan serta 
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menganalisis data secara kualitatif sehingga dapat ditarik 

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penilitian ini, penulis menguraikan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang 

Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan umum tentang teori hirarki perundang-

undangan (stuffenbau theory), teori kepastian hukum, dan 

teori kewenangan. 

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I 

Dalam bab ini berisi pembahasan secara komprehensif 

mengenai pertentangan norma apabila materi muatan ayat, 

Pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah 

dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi 

dimuat kembali. 
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BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II 

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai implikasi hukum 

terhadap sifat mengikatnya materi muatan pasal, ayat, 

dan/atau bagian dari undang-undang yang secara substantif 

dimuat kembali setelah dinyatakan Inkonstitusional oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


